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Abstract: Public need accurate information concerning problem, education performance indicator
and performance indicator that matching with future and public demand. Local government have to
can showsthe ability and willingnessto compile performanceindicator of education local-department.
Indicator Performance of education local-department have to depict commitment seriously of local
government in educating local people. Therefore, this research formulate research question: How
improving performanceindicator of education |ocal-department at K ebumen Regency that matching
with future and public demand? Research with qualitative method have been done. Theresult of this
research are: first, indicator performance compilation of education local-department hasto improve
in harmony with Medium Level Development Planning (RPIM) Kebumen Regency and key
performance indicator for management education which is released by Domestic Department
(Departemen Dalam Negeri). Second, education local-department can devel op indicators that show
incresing of quality and relevance, impact indicators or other additional indicator to assure efficacy
activitiesand programs. Third, training and technical assistance are needed for compilation workplan
base on performance to improve knowledge and skilled of governmental officersat education local-
department. Thisisas one of theway to devel op performanceindicator on education local-department

more specific, unique and have high competitiveness.
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Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia
yang harus dipenuhi. Undang-Undang Dasar 1945
pun telah mengamanatkan kepada negarauntuk dapat
menyel enggarakan sistem pendidikan nasional yang
menjamin setiap warga negara mendapatkan pendi-
dikan dan pengajaran yang layak. Negaradalam kon-
stitusi adalah pihak yang paling bertanggung jawab
atas pendidikan setiap anak bangsa.

Pemerintah daerah dalam era otonomi daerah
pun mendapatkan tantangan yang tidak ringan, ketika
urusan pendidikan di tingkat lokal diserahkan kepada
nya. Pemerintah daerah melaui dinas pendidikan ha-
rus mampu dan mau mengelola pendidikan dengan
lebih bertanggung jawab (Indiahono, 2006: 156-158;
dan Indiahono, 2009: 36-37). Kinerja(performance)
adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelak-
sanaan suatu kegiatan/program/kegiatan dalam me-
wujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi
yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu

organisas (Mahsun, 2005: 25). Indikator kinerjayang
jelasberarti jugatelah terjadi modernisasi anggaran
publik. Sistem penganggaran publik dengan demikian
telah bergeser dari paradigma input ke paradigma
output dan outcome. Inilah letak strategis dari indi-
kator kinerja: memberikan kejelasan dan kepastian
penggunaan anggaran publik (Greiling, 2005).

Studi yang dilakukan oleh Martin dan Peter ber-
judul “ Multiple Public Service Performance Indi-
cators: Toward an Integrated Satistical Ap-
proach” mengembangkan model pengukuran kinerja
organisas dengan pendekatan produktivitas. Studinya
mel aporkan bahwaupaya pengukuran kinerjaorgani-
sasi perlu mempertimbangkan berbagal sasaran yang
akan dicapai organisasi. Dengan carademikian, akan
diperoleh ukuran kinerjaorganisasi yang lebih kon-
tekstual sekaligus komprehensif (Martin dan Peter,
2005). Studi lainnyayang dilakukan oleh Lee dengan
judul “Measuring the performance of public sec-
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tor organisations: a case study on public schools
in Malaysia” melaporkan bahwa ukuran kinerjaor-
ganisasi publik perlu memasukkan aspek finansia
maupun non-finansial. Dengan pendekatan tersebut,
organisasi dapat melacak capaian-capaian tujuannya
serta dapat mengukur pertumbuhan organisasinya
dalam lingkungan yang terus berubah (L eg, 2006).

Salah satu wujud dari pertanggungjawaban urus-
an pendidikan adal ah setiap dinas pendidikan diwajib-
kan untuk membuat |aporan pencapaian kinerjain-
stansinya dalam kurun waktu tertentu. Laporan ki-
nerjaini nantinyadapat dilihat dan dinilai oleh publik,
apakah dinas pendidikan telah memadai dalam mela-
kukan usaha peningkatan kuantitas dan kualitas pendi-
dikan di tingkat lokal.

Pemerintah K abupaten K ebumen dengan penuh
tanggung jawab menyadari hal ini dan menyatakan
bahwa pengembangan indikator kinerja merupakan
suatu keniscayaan. Sehingga, dengan demikian diper-
lukan informasi yang akurat mengenai masalah, ca-
paianindikator kinerjamasakini danindikator kinerja
yang sesuai dengan tuntutan masa depan dan tuntut-
an masyarakat. Begitu pun di sektor pendidikan, pe-
merintah daerah harus mampu menunjukkan kemau-
an dan kemampuannyauntuk menyusun indikator ki-
nerjaDinas Pendidikan. Indikator kinerjadinas pendi-
dikan harus dapat menggambarkan komitmen sung-
guh-sungguh pemerintah daerah untuk mencerdas-
kan anak bangsa di tingkat lokal. Oleh karena itu,
penelitianini merumuskan pertanyaan penelitian: Ba-
gaimanakah pengembangan indikator kinerja Dinas
Pendidikan Kabupaten K ebumen yang sesuai dengan
tuntutan masa depan dan tuntutan masyarakat? Tuju-
an Penelitian ini adalah untuk mengetahui indikator
kinerjayang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten Kebumen, menganalisisnyadan mengem-
banganindikator kinerjaDinas Pendidikan Kabupaten
Kebumen yang selaras dengan tuntutan jaman dan
publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian
kualitatif dengan dua jenis data, yaitu data primer
dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui
wawancara dengan para informan dan focus group
discussion (FGD) untuk mendapatkan datayang ber-
kaitan dengan kinerjaorganisasi. Sedangkan data se-
kunder diperoleh dari berbagai publikasi dan dokumen

yang relevan baik dari pemerintah K abupaten K ebu-
men maupun Pusat. Sumber data dalam penelitian
ini adalah kepal a bidang, kepal asubbidang, dan staf
di Dinas Pendidikan Kebumen. Pendlitianini melaku-
kan kgjian atasindikator kinerjayang telah adasebe-
lumnya, kemudian melakukan review atasindikator
kinerjaadadan merekomendasikan perbai kan-perba
ikan padaindikator kinerjaDinas Pendidikan K ebu-
men. Rekomendasi perbaikan diarahkan agar Dinas
Pendidikan memiliki dayasaing dan kemampuan un-
tuk menyelaraskan indikator Dinas Pendidikan de-
ngan tuntutan publik dan rel evan dengan kondisi ke-
kinian.

HAS L DANPEMBAHASAN
Kondisi Pendidikan di Kabupaten Kebumen

Berdasarkan datatahun 2005-2006 kurang lebih
20% penduduk di Kabupaten K ebumen hanyatamat
SD. Meskipun demikian datajugamenyebutkan bah-
wa Angka Partisipasi Sekolah (APS) dari Sekolah
Dasar (SD) ke Sekolah Menengah Pertama (SMP)
selamatahun 2003 hinggatahun 2006 terus mening-
kat. APS padatahun 2003-2004 sebesar 85,08%, ta-
hun 2004-2005 sebesar 86,81% dan tahun 2005-2006
sebesar 88,42%. Hal ini menunjukkan bahwa salah
satu kendala penting dari banyaknya penduduk yang
tidak melanjutkan sekol ah karenaanggapan “ pendi-
dikantidak penting” lambat laun mulai berubah. Hal
ini ditunjukkan dengan menurunnyaangkabelum atau
tidak sekolah kelompok usia 7-12 tahun dan 13-15
tahun. Bahkan Angka Partisipasi Kasar Tahun 2005-
2006 sudah mencapai 90,06%.

Dinas Pendidikan dan K ebudayaan telah mengi-
dentifikasi beberapamasalah pendidikan di Kabupa-
ten Kebumen yang kemudian diupayakan untuk dise-
lesaikan. Beberapa masalah pendidikan dan kebuda-
yaan yang tercantum dalam Renstra Pendidikan ta-
hun 2006-2010 adal ah fasilitas pel ayanan pendidikan
belum tersedia secara merata dan belum memenunhi
standar pelayanan minimal (SPM). Kabupaten Ke-
bumen memiliki 847 SD dan 100 MI, 107 SMP dan
74 MTs, 25 SMA, 17 MA dan 53 SMK. Dengan
angka ini maka di setiap desa atau kelurahan rata-
rataterdapat 2-3 SD/ M1, 6-7 SMP di setiap kecamat-
andan 1-2 unit SMA/ MA dan 2 SMK di setiap keca-
matan. Rata-rata ini meyakinkan bahwa distribusi
sekolah untuk jenjang SD dan SMP cukup merata,
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sedangkan untuk tingkat SMA masih timpang antara
wilayah desadan wilayah kota. Penambahan jumlah
SMA di wilayah pedesaan atau memperbesar kesem-
patan bel gjar bagi masyarakat desa di sekolah-seko-
lah SMA di kotamenjadi kebutuhan tersendiri dalam
pengembangan sektor pendidikan di Kabupaten Ke-
bumen. Fasilitas pelayanan pendidikan di daerah pe-
desaan masi h terbatas menyebabkan sulitnya anak-
anak untuk mengakses layanan pendidikan. Selain
hal tersebut, fasilitas dan layanan pendidikan khusus
bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus (kelainan
fisik, emosional, mental dan sosial), dan memiliki po-
tensi kecerdasan dan bakat istimewajugabelum ter-
sediasecaramemadai. Fasilitas pendidikan ini men-
cakup saranadan prasarana pendidikan. Saranapen-
didikan adalah peralatan dan perlengkapan yang se-
caralangsung dipergunakan dan menunjang proses
pendidikan (seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi,
sertaalat-alat dan mediapengagjaran), sedangkan pra-
sarana pendidikan adalah fasilitas yang secaratidak
langsung menunjang ja annyaproses pendidikan atau
pengajaran (seperti halaman, kebun, taman sekolah
dan jalan menuju sekolah) (Mulyasa, 2007: 49).
Kualitas pendidikan masih rendah dan belum
mampu memenuhi kebutuhan kompetens pesertadi-
dik. Hal ini terutamadisebabkan: 1) ketersediaan pen-
didik yang belum memadai baik secarakuantitas ma-
upun kualitas, 2) kesgjahteraan pendidik yang masih

rendah, 3) fasilitas belgjar belum mencukupi, dan 4)
biayaoperasiona pendidikan belum disediakan seca-
ramemadai. Data pada Dinas Pendidikan dan K ebu-
dayaan Kabupaten K ebumen tahun 2006 menunjuk-
kan bahwarasi o guru dengan murid untuk SD adalah
24,20 dan M1 adalah 38,95, untuk SMP dan MTs
masing-masing 18,40 dan 12,40, sedangkan untuk
SMA adalah 16,98, SMK adalah 13,59 dan SMK
adalah 17,20 (Lihat Tabel 1).

Selain hal tersebut, secarakualitas pendidik di
Kabupaten Kebumen masih kurang, ini dibuktikan
dengan belumterpenuhinyakualifikas pendidikan pa
rapendidik.

Padatahun 2006 sekitar 45,45 persen ruang ke-
las SD dan sekitar 12,04 persen ruang kelas SMP
mengalami rusak ringan dan rusak berat. Hal ini ber-
pengaruh pada kelayakan dan kenyamanan proses
belgjar mengajar dan motivasi untuk meningkatkan
mutu pendidikan.

Manajemen pendidikan belum berjalan secara
efektif dan efisien. Salah satu masalah yang diidentifi-
kasi dalam Renstra Pendidikan K abupaten Kebumen
tahun 2006-2010 adalah masih belum jelasnya pemba-
gian peran dan tanggung jawab masing-masing tingkat
pemerintahan termasuk dalam penyediaan anggaran,
dan belum terlaksanya standar pelayanan minimal
yang seharusnyaditetapkan oleh masing-masing pe-
merintah kabupaten/kota dengan acuan dari pemerin-
tah pusat dan propinsi.

Tabel 1. Rasio Guru dan Murid di Kabupaten Kebumen Tahun 2006

No Tingkat Pendidikan

Rasio GL

SD
MI
SMP
MTs
SMA
MA
7 SMK

OOk WN PR

24
3¢
1&
1z
1€
13
17

Sumber: Diolah dari Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten K ebumen 2006-2010

Tabel 2. Proporsi Pendidikan Guru Tahun 2006

Keterangan

Proporsi guru SD yang berpendidikan Diploma 2 ke atas
Proporsi guru SMP yang berpendidikan S-1 ke atas
Proporsi guru SMA yang berpendidikan S-1 ke atas
Proporsi guru SMK yang berpendidikan S-1 ke atas

Sumber: Diolah dari Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten K ebumen 2006-2010
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Selain beberapahal di atas masalah yang terkait
dengan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten
K ebumen adal ah anggaran pembangunan pendidikan
yang belum tersedia secara memadai; bidang olah
raga dan kebudayaan yang belum mendapatkan du-
kungan penuh dari masyarakat; perkembangan ma-
syarakat yang sangat dinamis sebagai akibat dari glo-
balisas dan pesatnyakemajuanteknologi komunikasi
dan informasi membutuhkan penyesuaian tata nilai
dan perilaku; sertakrisisjati diri (identitas nasional)
yang diiringi dengan runtuhnyanilai-nilai solidaritas
sosial, kekeluargaan dan keramahtamahan sosial
yang pernah dianggap sebagai kekuatan pemersatu
dan ciri khasbangsalndonesia, makin pudar bersama-
an dengan menguatnyanilai-nilai materialisme.

Guru yang berkualitas menjadi pendidik yang
dapat memberikan kemudahan belgjar bagi seluruh
pesertadidik, agar pesertadidik dapat mengembang-
kan potensinyasecaraoptimal . Menurut Mulyasagu-
ru haruskreatif, profesional, dan menyenangkan, de-
ngan memposisikan diri sebagai berikut: (1) Orang
tuayang penuh kasih sayang pada pesertadidiknya;
(2) Teman, tempat mengadu, dan mengutarakan pera-
saan bagi parapesertadidik; (3) Fasilitator yang sela-
lu siap memberikan kemudahan dan melayani peserta
didik sesuai minat, kemampuan dan bakatnya; (4)
M emberikan sumbangan pemikiran kepadaorang tua
untuk dapat mengetahui permasal ahan yang dihadapi
anak dan memberikan saran pemecahannya; (5) Me-
mupuk rasapercayadiri, berani dan bertanggung ja-
wab; (6) Membiasakan peserta didik untuk saling
berhubungan (bersilaturahmi) dengan orang lain seca
ra wajar; (7) Mengembangkan proses sosialisasi
yang wajar antarapesertadidik, orang lain dan ling-
kungannya; (8) mengembangkan kreativitas; (9)
Menjadi pembantu ketikadiperlukan (Mulyasa, 2005:
36).

Hasil penelitian Toyamah dan Usman dari SME-
RU menunjukkan bahwahambatan di bidang pendi-
dikan yang dihadapi didaerah sejah sebelum otonomi
daerah hinggakini belum banyak bergeser. Persoaan-
nyamasih di sekitar permasal ahan saranadan prasa-
ranapendidikan yang tidak lengkap, jumlah dan mutu
tenagayang kurang dengan ketersebaran yang tidak
merata (Toyamah dan Usman, 2004: iv). Terkait de-
ngan usahameningkatkan mutu pendidikan bagi kelu-
argamiskin, adacontoh menarik yang dilakukan oleh
Presiden Hugo Chavez dengan menggerakkan par-
tisipasi Lingkaran Bolivarian dalam Plan Bolivar

2000. Planitu memperbol ehkan Chavez memobilisas
tentara Venezuela di area-area miskin dengan mak-
sud untuk memberikan pelayanan kesehatan, membe-
rikan makanan, membangun perlengkapan umum,
peningkatan mutu sekolah dan mengorganisasikan
logistik bagi orang yang paling membutuhkan, misal-
nyaorang miskin di daerah-daerah yang sangat ku-
muh di perkotaan (Soyomukti, 2007: 177). Selainme-
lakukan hal tersebut, keberhasilan Chavez dalam
pendidikan terlihat sebagai berikut: “...didirikannya
3000 sekolah-sekolah gratis baru, memasukkan 1,5
jutarakyat ke sekolah-sekolah gratis-programini ada-
lah yang pertamakali dalam 102 tahun. M enetapkan
sistem pendidikan tinggi gratis-mendirikan Universi-
tas Simon Bolivar, untuk mayoritasrakyat miskinyang
selamaini menganggap pendidikan tinggi adalah ba-
rang mewah (rakyat miskin mendapat buku tekspela
jarangratis, transportasi ke universitasgratis, makan-
an gratis). Mahasiswa dan staf universitas juga be-
kerjabersama secarademokratismembuat kurikulum
(Mission Robinson I, Mission Robinson Il Mis-
sion Ribas dan Sucre). Misi Robinson berhasil
membebaskan Venezuela dari buta huruf di tahun
2005 (data UNICEF) dan meluluskan 900.000 orang
yang drop out sekolah dasar di tahun 2004. Mission
Ribas menyekolahkan orang-orang yang drop out
SLTA, dan Sucre memberi beasiswa untuk orang
miskin masuk ke perguruan tinggi. Secara simultan
jugamembangun 200 Universitas Simon Bolivar di
kota-kota...” (Soyomukti, 2007: 123-124)

Pendidik dengan demikian harus senantiasadi-
support untuk terus berkembang menjadi tenaga pen-
didik yang handal dan profesional, dan salah satu ca-
ranya adal ah dengan cara pendidikan dan pelatihan.
Kagjian Harris dan Sass (2007) menunjukkan bahwa
pel atihan dapat meningkatkan produktifitas. Produk-
tifitasinilah yang dapat dilihat sebagai terjadinyape-
ningkatan kualitas guru dan perkembangan peserta
didik.

Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke
Depan

Dinas Pendidikan K abupaten K ebumen berusa-
hamencari solusi dari masalah-masalah di atas, dan
berusahadapat mencapai hal-hal sebagai berikut: (1)
Pembangunan pendidikan ke depan secarasistematis
diarahkan pada pemerataan dan perluasan pendidik-
an, peningkatan mutu dan keunggulan sertaefisiens
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pendidikan yang dikembangkan mela ui berbagai jalur,
jenisdan jenjang pendidikan, diantaranya: a) Mening-
katkan keimanan dan ketagwaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esapadasistem di semuajenjang pendi-
dikan sesuai dengan moto: Kebumen Beriman, b)
M eningkatkan penerapan mana emen mandiri pendi-
dikan berbasis sekolah yang memberikan kewenang-
an lebih luas padasatuan pendidikan ddam pengelola
an sumber dayayang dimiliki, ¢) Meningkatkan ang-
kapartisipasi padasemuajenjang pendidikan (APK
danAPM), d) Meningkatkan kuditas setiapjalur, jen-
jang dan jenis pendidikan dengan menitikberatkan pa-
dapengembangan kurikulum, proses pembel gjaran,
sarana pendidikan, ketegaan dan pendanaan, €) Pe-
nataan program keahlian pendidikan kejuruan dalam
rangka mewujudkan sistem pendidikan persiapan
kerjayang berorientasi padakebutuhan pasar, f) Me-
ningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru
sertatenagakependidikan, g) Perwujudan lingkungan
yang berdisiplin dan bermaknaagar semakin kondusif
setiap satuan pendidikan terbebasdari pengaruh pe-
nyal ahgunaan obat-obat terlarang, kekerasan dan pe-
nyimpangan perilaku, dan h) Terwujudnyasaranadan
prasarana pendidikan yang memadai di setiap jalur,
jenisdan jenjang pendidikan; (2) Pembangunan gene-
ras muda keol ahragaan dan seni yang diinginkan an-
tara lain: a) Pembangunan kepemudaan diarahkan
kepadakegiatan sosial budayayang positif dan kegi-
atan ekonomi produktif, b) Pengembangan aspek
mental dan moral pembangunan parapemudamela ui
sistemn pendidikan sekol ah dan pendidikan luar seko-
lah khususnyamelalui pendidikan agama, pendidikan
jasmani dan olahraga, pendidikan budi pekerti dan
kewarganegaraan sertapendidikan keterampilan pe-
muda, ¢) Pengembangan pemuda melalui kegiatan
ekonomi produktif kegiatan usahakecil, khususnya
ekonomi pedesaan, d) Peningkatan wawasan para
pemudadalam rangka mencegah timbulnyaancaman
disintegrasi bangsa, sertamemupuk saling kerjasa
ma, €) Peningkatan keterampilan pemuda dalam
menciptakan daya saing, f) Perluasan olah ragama-
syarakat yang bertumpu pada kemampuan swakel ola
dan swadana, g) Pembinaan olahraga prestasi dengan
meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana
yang memadai, h) Penerapan sistem manajemen
olahragayang lebih efisien, dani) Memberikan peng-
hargaan secara nyata kepada sistem dan pembina
olah raga kesenian yang berprestasi.

Antara Strategi dalam Renstra Pendidikan
dengan Strategi RPIJM Kabupaten Kebumen

Masalah pendidikan di Kabupaten Kebumen te-
lah diidentifikasi dengan baik, baik yang dicantumkan
dalam RPIM maupun yang dicantumkan dalam ren-
cana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Namun demikian ternyatadalam strategi yang tercan-
tum dalam RPJM dan Renstra Pendidikan terdapat
perbedaan. Padahal Renstra Pendidikan sebagai do-
kumen yang mengacu RPJM seharusnyamerupakan
dokumen yang secarakonsisten menjabarkan RPIM
Kabupaten Kebumen. Jika dianalisis dan disinkron-
kan, maka akan didapati hasil seperti pada Tabel 3.

Renstra pendidikan yang kurang sinkron dengan
RPJM Kabupaten berdasarkan hasil Focus Group
Discussion diakui karenamemang terbitnya Renstra
Pendidikan tahun 2006-2010 berhampiran atau bersa-
maan dengan kelahiran RPIM Kabupaten. Sehingga,
jikamemang terdapat sedikit perbedaan memang sua-
tu hal yang mungkin terjadi karena pembahasannya
hampir bersamaan. Di masayang akan datang, semo-
ga sgja penyusunan rencana strategis harus benar-
benar merujuk pada RPIM Kabupaten Kebumen,
sehinggastrategi untuk menyel esaikan masalah pen-
didikan yang adamerupakan gerakan terpadu antara
Dinas Pendidikan dengan Pemerintah Kabupaten.
Apalagi, dalam strategi RPIM tel ah dicantumkan hal
yang strategis yang dapat menyuplai kinerja Dinas
Pendidikan seperti: (a) Meningkatkan otonomi dan
desentralisas pengel olaan pendidikan dengan pembe-
rian kewenangan dan tanggung jawab yang lebih be-
sar kepada satuan pendidikan dalam mengel olapendi-
dikan secara sehat, bertanggung jawab dan akuntabel
yang diikuti dengan sistem kontrol dan jaminan kuali-
tas pendidikan serta sistem penilaian kinerjasampai
dengan satuan pendidikan; dan (b) Menata sistem
pembiayaan pendidikan yang berprinsip keadilan, fi-
sien, transparan dan akuntabel dan peningkatan ang-
garan pendidikan secara bertahap hingga mencapai
20 persen untuk melanjutkan usaha-usaha pemerata-
an dan penyediaan layanan pendidikan yang berkuali-
tas.

Pendidikan menjadi arenayang strategis untuk
memerangi kemiskinan. Menurut Sharp, penyebab
dari kemiskinan jikadipandang dari sisi ekonomi ada-
lah, pertama, kemiskinan muncul karenaadanyaketi-
daksamaan polakepemilikan sumberdayayang me-
nimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Pen-
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Tabel 3. Analisis Strategi RPJM dan Renstra Pendidikan

Strategi RPIM Kabupaten Kebumen (lama)

1

Meningkatkan pelaksanaan Wajib Belgjar Pendidikan Dasar
9 tahun

Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan
menengah baik umum maupun kejuruan untuk
mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah
pertama sebagai dampak keberhasilan Program Wajib Belgjar
Pendidikan Dasar 9 Tahun, dan penyediaan tenaga kerja
lualusan pendidikan menengah yang berkualitas.
Memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok
masyarakat yang selamaini kurang dapat terjangkau oleh
layanan pendidikan seperti masyarakat miskin, masyarakat
yang tinggal di daerah terpencil dan ataupun masyarakat
penyandang cacat.

Meningkatkan penyediaan pendidikan keterampilan dan
kewirausahaan ataupun pendidikan non formal yang bermutu
Meningkatkan pendidikan non formal yang merata dan
bermutu untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada
warga masyarakat yang tidak mungkin terpenuhi kebutuhan
pendidikannya melalui jalur formal terutama bagi masyarakat
yang tidak pernah sekolah atau buta akasara, putus sekolah
dan warga masyarakat lainnya yangi ingin meningkatkan dan
atau memperolah pengetahuan, kecakapan/ keterampilan
hidup dan kemampuan guna meningkatkan kualitas hidupnya.
Meningkatkan penyediaan dan pemerataan sarana pendidikan
dan tenaga pendidik

Menyempurnakan manajemen pendidikan dan meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam proses perbaikan mutu
pendidikan

Meningkatkan otonomi dan desentralisasi pengel olaan
pendidikan dengan pemberian kewenangan dan tanggung
jawab yang lebih besar kepada satuan pendidikan dalam

Sumber: Data Primer Diolah, 2008

duduk miskin hanyamemiliki sumberdayadalamjum-
|ah terbatas dan kualitas rendah. Kedua, kemiskinan
muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya
manusia. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbeda
an akses dalam modal. Keempat, teori lingkaran se-

tan kemiskinan (vicious circle of poverty), yaitu
adanya keterbel akangan, ketidaksempurnaan pasar,
dan kurangnyamodal menyebabkan rendahnya pro-
duktivitas (Sharp dalam Kuncoro. 2003: 131). Sehing-
gatidaklah mengherankan jika di negara maju ang-
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garan pendidikan hampir bisa dipastikan terus naik
setiap tahun. Pendidikan diyakini sebagai alat untuk
menciptakan modal manusiayang handal. Pemben-
tukan modal manusia adalah “proses memperoleh
dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai ke-
ahlian, pendidikan dan pengalaman yang menentukan
bagi pembangunan ekonomi dan politik suatu negara.
Pembentukan modal manusia karenanya dikaitkan
denganinvestasi padamanusiadan pengembangan-
nyasebagai suatu sumber yang kreatif dan produktif”
(Harbison dalam Jhingan. 1996: 521). Hal ini menjadi
penting karena studi yang dilakukan oleh beberapa
ahli ekonomi seperti Schultz, Harbison, Dension, Ken-
drick, Moses Abramovits, Becker, Mary Bowman
dan Kuznets menyatakan bahwa sal ah satu dari bebe-
rapafaktor penting yang menyebabkan perekonomi-
an Amerikamaju dengan pesat adal ah adanya pembi-
ayaan pendidikan yang relatif selalu meningkat. Per-
tumbuhan persediaan modal nyata padakondisi ter-
tentu tergantung pada pembentukan modal manusia
(Jningan. 1996: 522). Untuk kasusdi Indonesia, Studi
Bratadapat mewakilinya, yaitu: “ Dari hasil estimasi
dengan menggabungkan datatahun 1996, 1999, dan
2002 diperoleh bukti bahwainvestasi sektor publik
untuk bidang sosial membawa manfaat bagi pemba-
ngunan manusia dan kesgjahteraan penduduk. Inves-
tasi bidang sosial tersebut menghasilkan manfaat da-
lam peningkatan I ndeks Pembangunan Manusiadan
menurunkan tingkat kemiskinan. Pembangunan ma:
nusiayang berhasil juga ditemukan membawaman-
faat padaberkurangnyatingkat kemiskinan” (Brata.
2005: 15).

Indikator Kinerja Kunci dalam Rangka Evalua-
si Kinerja Penyelenggar aan Pemerintah Daerah
(EKPPD) terhadap LPPD Tahun 2007-Aspek
Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan U-
rusan Pendidikan untuk Pemerintah Daerah

Pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam
Negeri telah menentukan Indikator Kinerja Kunci
dalamrangkaevaluas kinerjapenyelenggaran peme-
rintahan daerah terhadap capaian urusan wajib dan
urusan pilihan untuk pemerintah daerah salah satunya
adalah pendidikan. Pendidikan sebagai salah satu u-
rusan wajib oleh Kementerian Dalam Negeri telah
ditentukan indikator kinerjakuncinyauntuk menilai
berhasi| atau tidaknya sebuah kabupaten/kotamenye-
lenggarakan urusan wajib tersebut. Instrumen pengu-

kuranindikator kinerjakunci dalam urusan pendidikan
dapat dilihat dalam Tabel 4.

Selain untuk kebutuhan pemerintah pusat, eval u-
asi ini jugabermanfaat untuk menjadi ukuran kinerja
dinas pendidikan di tingkat lokal. Indikator ini dapat
dijadikan barometer keberhasilan atau kegagal an ki-
nerjadinas pendidikan. Instrumen indikator kinerja
kunci yang telah ditentukan dapat dikembangkan de-
ngan menentukan besaran target capaian yang akan
dicapai oleh Dinas Pendidikan dalam suatu kurun
waktu tertentu, misalnyauntuk PendidikanAnak Usia
Dini untuk tahun 2009 Dinas Pendidikan menargetkan
75 % anak seusia4- 6 tahun masuk dalam Pendidikan
Anak Usia Dini. Berikut adalah CONTOH SIMU-
LASI yang dapat dikembangkan (Tabel 5).

Dengan membuat target atau baselinedari indi-
kator kinerjakunci, makadiharapkan Dinas Pendidik-
an dapat mudah menyatakan keberhasilan atau keku-
rangberhasilan program yang terkait dengan pendi-
dikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian Kgjian Pengembangan Indikator Ki-
nerja Dinas Pendidikan Kabupaten ini telah mengam-
bil beberapa kesimpulan penting, yaitu:

Dinas Pendidikan menyadari bahwaK abupaten
K ebumen telah paripurnadalam Wajar Dikdas 9 ta-
hun, sehingga sekarang Dinas Pendidikan telah me-
nyusun program untuk menyongsong Wajar 12 tahun.
Pada masa yang akan datang penyusunan indikator
kinerja Dinas Pendidikan pun harus dikembangkan
selaras dengan program Wajar 12 tahun dan upaya
meningkatkan mutu dan relevansi. Penyusunan indi-
kator kinerjaDinas Pendidikan harus dikembangkan
selaras dengan RPIM Kabupaten Kebumen dan In-
dikator KinerjaKunci penyel enggaraan Urusan wajib
Pendidikan yang dikeluarkan oleh Departemen Da-
lam Negeri. Dinas Pendidikan dapat mengembangkan
indikator yang menunjukkan peningkatan mutu dan
relevans, indikator dampak atau indikator tambahan
lainnya, untuk meyakinkan keberhasilan suatu pro-
gram dan kegiatan. Pelatihan dan pendampingan pe-
nyusunan program kerjaberbasi skinerjadibutuhkan
untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
aparat pemerintah pada Dinas Pendidikan, sebagai
salah satu carauntuk mengembangan indikator kiner-
ja Dinas Pendidikan yang lebih spesifik, khas dan
memiliki dayasaingtinggi.
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Tabel 4. Indikator Kinerja Kunci Urusan Wajib Pendidikan

Tabel 5. Simulasi Pengembangan Indikator Kinerja Kunci Urusan Wajib Pendidikan

Indikator Rumus
No  Urusan Pendldlkaglﬁ Jumlah siswa pada jenjang TK/ RA/ Penitipan anak X 1
Pendidik ijgméil%luanAnak Usuaj”m:aﬁ‘unl SEa A T/ RA ot beca
an %n uduk yang um@ “ega GHR usdaL,k{'LOSljdltal\ﬁun Reﬁas apat bacatulis

b%ng %>k1)§a;[1 ugrusé] umla5|u %]rgupduéw% usa&%r}aﬂuneke

anun nf1e|ek huruf | Jumlah pendud7u|§_usa 15 tahun ke e SO/ M1/ Pak
AAnr%lﬁaBgrn S asM ur Jum g%ausa - %;$%| njan er.

AN ot ARSI E2 n

n a |sipasl Murni Jumlah siswa u5|a 13-15tahun di jer
mlah siswa usi fahun di. SMP/ MTY F

V]
urni (APM) Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun

RMEMIT LK umi Jumizh siswa usia 16-18 tahun di jer

APM) SMA/SM K/MA/  Penduduk kel 0m600k usia 16-18 tah
tisipasi  Jumlah siswa usia 16-18 tahun di |en|anq SMA/SMK/ !

BRI Saten P S DR A it
UK MA

) Jumlah siswa padatingkat sama dan
a tahun gjaran sebelumnya L
/’A"%&a RS ot LTI LS k0l o pela ik den enlana SO
@RS dumidasy s.%,vcap%{é‘ gksgmsamca fjenjang SO/ M
SD/ MI padatah naiaran sebsgﬁrl]
a tahun gjaran nya) X 1C
— AngkaPutus — Jum h padatingkat dan jenjang SMP/ M’
Sekolah APS Jumlah siswa pada tingkat sama dan jenjang SMP/ MTs
SMP/ MTs pada tahun ajaran sebdumnya) X 100%

Sumber: DataDiolah, 2008
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